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PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 79 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGAKUAN TRANSAKSI DALAM PENJURNALAN
SECARA PENDEBETAN DAN PENGKREDITAN BAGI SKPD DAN PFKD
FEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

Mestisahang

Meugingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI STTUBONDO,

balram gms melaksapakan ketentuan Pasal 218 Peraturan Deerzh
Kalwpaten Siubondo Nomor 13 Tahus 2008 tentang Pokok-Pokok
Kentngan Duersh, perin menetspkan Tata Cara Pengaknan Transabon
Dala Penpumalan Secara Pendebetan dan Pengkreditan Bagi SKPD
dan PPKE} Pemeriniah Kabupaten Sitwbondo,

k.

Undang-Undeng Nomor 12 Tabun 1950 tentang PFembentukan
Daerah-dnersh Kaingpaten dalam Lingkunpan Propinsi Jewa Tintmer
{Lembaran Megara Republik Indomesia Tehwn 1950 Momor 19,
TmhthmﬁmNcgaraRepubﬁkIndmmiaHm?dm
Berita Negara Republik Indonesia Talmn 1950 Nomor 41 )
Undang-Undang Nomor 28 Tdwm 1599 tentang

Negara yang Bersib dem Bebas dari Konupai, Kolusi dan N

%mﬂngmnﬂeptﬂikhﬂmahhn lﬂﬂﬂm‘?ﬁ
ambahan Lemberan Negam Republik indonesin Nomar 385t);
Undang-Undang Nomor 17 Talum 2003 emang Keusngmn Negara
mw Indonesia Talum 2003 Momcor 47,
egara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undeng-Undeng Nnmur 1 Tahum 2004 tentmg Perbendaharaan
Ne:Fam Imhamﬂ:gmﬂqmbhkluhmahhm!ﬂﬂdﬂm
Lembaran Negara Republik Indooesis Nomor 4355);
-Undang Nomer 10 Talum 2004 tentang Pembentulom Pearaturan

2004 Momor 53, Tambshan [smbearan wwm

Nomor 4329) .
Undeng-lindang Nomor 15 Talhwn 2004 tentang
Pengelolasn dan Tanggung Jawab Kewsngan Negara (Lemberan
Megarn Republik Indonesia Tahum 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4400);
Undanp—{ nismg Nomor 32 Tatnm 2004 kevisng Pemerintahan Dacrah
Nogam Indonesia Talwer 2004 Nomor 125,
ambehsn Lemberan Negarm Republlk Indonesia Nomeor 4437)
telah divhah dengen Undang-1indsng Nemor 12 Teimn

mmmm&m Momor 12 Tahun
Indonesin Tawmn 2008 Nomor 59, Tambahan Negam

Republik Indonesia Nomor 48440);

__-'F——II—



Memperhatikan

3. Undeng-Undamg Nootor 33 Tghun 2004 tentang Perimbangan
Keusnpan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemacrintah Nomor 23 Tabua 1972 teniang Perabehan
Nama dan Tempat Kedudukan Pemeriniah Deerah Pangrukan
{Lembaran Negara Republik Indopesie Tabun 1972 Nomor 38);

I). Pershaan Pemerintsh Nomor 24 Tamm 2005 sentang  Standar
Aluntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun
2005 Nomor 49, Tambahsn 1embaran Negora Bepublik Indonesia
Nomor 4503);

L1. Pershaan Pemerintah Nomor 34 Tabon 2005 tentang Pinjamsan Deacmb
1Lanhmmlmkqmﬁk Indopesina Tabun 2005 Nomor 136,

Negara Republik indoseaia Momor 4574);

12. Peratursn Pemerintab Nomor 55 Tainm 2005 tentang Dans Perimbanggn

%mbarngm.Rmbﬁk Indonezin Tam 2005 Nomor 137,
Meggra Republik [ndonesin Momor 4575);

13. Peraturen Pemenininh Nownor 56 Talun 2005 tentang Dane Perimbangan
(Lembaran Negara Republk Indonesic Tahum 2005 Nomor 138,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Notmor 4376);

i4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tainm 2008 wentang Dara Perimbrmgan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesis Momor 4577

15. Peraturan Pemesintah Nomor 58 Tahmn 2005 tentang Pengelolsan

Keuangan Dasrsh (Lembaran Negam Remblik Tndonesia Tahum 2005
Nomor 140, Tambahan Lembmen Negara Republic Indonedia
Nomor 4573);

16. Peraturan  Pemeringgh MNomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolnan  Kevangan Daerah (Lembaran Negars Republik
Indonesin Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 4583);

17. Petaturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinannn dan Pengawassn Penyelenggaraan Pemerimish Daeruh
(Lembaran Megara Republik Indooesia Tabun 2005 Nomes 1635,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

18, Peranran. Pemerintah Momor 8 Tahuu 2006
Kevangan dan Kinerja Instansi Pemerintzh {mlmbmm

Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
MNegarn Fepublik [ndonesie NMomor 4614);

19. Perotuwran  Pemerintah Momor 3 Tahun 2007 Laporan
Penyelenggaraan Pemerintab Dacrah DPRD dan Informnas
Laporan Penyelemggarsan Pemerintsh Kepada

Moagysrakat
(Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2007 Nomoe 19,
Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 4693);

20, Petatoran Menteri Dalam Negeri Domaoe 13 Tahum 2006
Pedoman Pepgelolaan Kewmgan Dacrsh schagaimann telsh diu
dengan Peraturan Menteri Dalmo Negeri Nomor 59 Tabwm 2007
tentang Perubahan atas Peratursm Memteri Dalam Negeri Momor 13
Tahm 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kewemygen Decrsh ;

21, Pmnmu DmPemenmahmm Situbonde MWomor 2 Tabun 2008
tentang Urusan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tabun (008 Nomor 2);

22, Persturan Daerah Kabupaten Situbondo Momor 13 Tehun 2008

Pokok-Pokok Pengelolasn Kewmgar Dacrah {Lembaran
Kabupaten Situbondo Tabun 2008 Momer 13).

Suret edaran Diarektorst Jenderal Bina Admimstrasi Keuangan Dacrah
Nomor @ SE900/H1G/BAKD tentang Pedomau Sisiem den Prosedur
Penatayasahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjewaban
Keuangan Diaerah.



MEMUTUSKAN :

Meaviaphian : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA FENGAKUAN
TRANSAKS] DALAM PENJURNALAN SECARA PENDEBETAN
DAN FENGKREDITAN BAGI SKPD DAN PPED PEMERINTAH
KABUPATEN STTUBONDO.

FPazal 1

Tata Cara Pengakuan Transaksi Dalan Penjumalan Secara Pendebetan
Dan Pengkreditnn Bagi SKPD dan PPED Pemeriniah Kabupaten
Situbondo terdini dari 11 {nebe]as)Bahymgmmng—mmngB&b

mengatur tentang:

BAB | :  Pencatatan pada Awal Tahun Anggaran.
BART :  Pencatatan pada Transsksi Pendapaian.
BAB I : Pencatatan pada Transaksi Belanja.
BABIV  : Pencatatan pada Transaksi Persediaan.
BAB V :  Pencatatan peda Transaksi Iovestasi.
BAE VI . pencatmian pada Transaks: Aset Tetap.

BABVII : Pencutemn peda Transaksi Pemnbisysan.
BABVHI : Peocatatan pada Transaksi Kewajiban dan Ekuitas

Prana
BAB IX :  Pencataten pada Akbir Tabun Anggaran.
BAB X :  Pencataten pada saat Konversi.
BAR XI 1 Proocsiaden pada Sast Konsolidasi.

Pazal 2
Tara Cara Perigakuas Trenisaksi Dajam Penjurnatan Securs Petdebetan
Dan Pengkreditan Bagi SKFPD dan PPKI schagaimana dimeksixl dalam
Pasal 1 sehmpaimana tersent dalzm Lampiran dan mervpakan bagian
yang tidak terpizashkan dengan Persturan Bupeti ini,

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan
Ager setiap orang dapat mengetahuinya, memenintahkan pengundangan
Peraturan Bupati imi dengan penemupatownya dalam Berita  Daerah
Kabupaten Sinthondo.

Ditetapkan di Situbondo
BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG wu;mng, S.H

pada tenggal 1 U kv gﬂ]ﬂ e i e e T
Pit. SEKRETARIS DAERAH '

NIP. 19570104 198303 1 010 :
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2816 NOMOR 70



LAMPIRAN Pemturan Bupafi Situb
Tanggal Hp hw 2510
Nomgr 3 Tahun 2010.

BAB 1
PENCATATAN PADA AWAL TAHUN ANGGARAN

1.1. Pendahwinan

Jurnal balik {reversing emiries) adalah jumal vang dibuat pada awal saatu periode
akuntansi umuk membalik jumal penyesuaian tertentu yang dibuak pada periode sebelumnya,
Jurnal balik bimsanya dibual pada awal thun bertkuinya, untuk membslik akun-akun
penyesuaian dam reklasifikasi yang dibuat pada akdhir tahun sebelwmnya, seperti bagian lancar
tagikan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi.
Beriloue inl adalakh jurnat ballk vang dituat oleh PPE-SKFPD pada awal tibam.

1.2 JURNAL BALIK DI SKTD
1.2.1 Kas di Bendahars Penerimasa

Kos di bendabara penerimaan sebesar Rp 10.000.000 merupakan pendapatan dacrah
yang ada pada bendahara penerimaan yang belum sempat disetor ke kas daerah oleh
bendahara pencrimaan pada akhir tabun sebelmunya {200A) penyetoran pendapatan torscbut
pada tabon berjatan (200B) dicatat pada aloun pendapatan yang bersamypkutan.

Uniuk menghapus pendapatan yang ditanggubkan pada nemca awal SKEPD, PPR-
SKPD pertu membuatkan jural balik seperti berikut:

Jussink
g No. Aken Lrniam Rei
Pebit Kredit
2.1 Pendapatan yang 10003000 i
1 Ditsmppubkan
Kas di Bendabarm 11,000,000
Penerimaan
L.2.2 Mutang Retribusi

Piutang retribusi pada neraca awal sebesar Rp 10.000.000 merupakan hasil dari jurnal
peryzsupian pkhir talyn sehelumnya (200A) wntuk pivtang retribusi yang sudah dibuatkan
Surai Keictapan Retribusi (SKR). Tetapi uang belum diterima aleh bendahara penerimagn,
Penyetoran kas dari pintang retribusi ini ke kas dacrah pada tahun berjalan (200B) dicetai



Aliran kar dari akiivites operasi:
Aliram ki nsuk:

- PAD

- Pendapaten Drana Perimbangan

- Lein-lain pendepaten cdesersh yang sah-non-penjualan

aset daerah yang tidak dipisahican

Juralah arus kas masok

Alirar Las telwar:

- Belanja ttdek langsung

- Belanje kngsung-nonmodal
Jumlah arus kas keiuar
Jumlah arus kas bersth dari aktiviies operasi

Aliran kex dari aktivitas inuecinyl mon-kemangam:

Aliran kas maswk:

- Penjuslan aset dserah yang tidak dipisahkan

Abliran kas keluar;

- Belanja modal

Fumbsd arus kas bervih dari alitivitas investas non-keyangan

Aliran kns dari aktivitas pemiinyann:
Afiron kax miosuk:
- Peperithasn pembiayaan
Aliran kaz kelunr:
- Pengeluatan pembiayaan
Jumlah arus kas bersib dari aktiviias pembiaysan

Aliran kas dari iransaks! non anggaran {transicoris):
Alran kas masik:

« Penerimaan potongam pajak

Alirarn kas keloxr

- Penyetoran potongan pajak

Jumlah anws kas bersih dari cansaksi tranaitoris
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(xx)
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BUFATI SITUBONDO,
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